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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Penanggulangan 

Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Pertalite tanpa izin usaha di Wilayah 

Hukum Kepolisian Resort Sabu Raijua terbagi menjadi tiga yaitu: 

5.1.1. Upaya Pre-emtif 

Upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan 

oleh pihak Kepolisian Resort Sabu Raijua untuk mencegah 

terjadinya tindak pidana. Upaya awal yang dilakukan oleh polres 

Sabu Raijua dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan kepada 

masyarakkat.  

5.1.2. Upaya Preventif 

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-

emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 

kejahatan. Berkaitan dengan upaya preventif ini, Kepolisian Resort 

Sabu Raijua melakukan pengawasan dan razia terhadap SPBU dan 

pengecer. 

5.1.3. Upaya Represif 

Upaya represif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resort Sabu 

Raijua adalah menindak tegas para pelaku yang menyimpan BBM 

pertalite tanpa izin usaha serta melakukan penyidikan dengan 
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melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan 

terhadap pelaku. 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian mengenai Upaya Penanggulangan 

Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Pertalite di Wilayah Hukum 

Kepolisian Resortt Sabu Raijua, maka saran yang diberikan oleh penulis 

ialah: 

5.2.1.  Upaya Pre-emtif 

Pihak kepolisian harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan 

penyuluhan kepada masyarakat tentang larangan melakukan 

Penyimpanan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis pertalite tanpa izin 

usaha. 

5.2.2.  Upaya Preventif 

Pihak kepolisian harus insentitas razia harus ditingkatkan bila 

perlu setiap hari melakukan razia dan melakukan pengawasan. 

5.2.3.  Upaya Represif 

Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Sabu Raijua 

sudah baik, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar 

jumlah kasus tindak pidana Penyimpanan Bahan Bakar subsidi 

jenis perrtalite tidak kembali meningkat pada setiap tahunnya. 
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